
 

 

ix 

 

ABSTRAK 

  Muhammad Yulio Effendi.  Penetapan Wali Nikah Bagi Anak Perempuan Hasil 

Nikah Siri (Studi Kasus Kebijakan Kepala KUA di Kota Banjarmasin), 

Skripsi, Pembimbing Prof. Dr. Hj. Yusna Zaidah, M.H., pada program studi 

Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin (2026). 
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Kepala Kantor 

Urusan Agama (KUA) di Kota Banjarmasin dalam menetapkan wali nikah bagi 

anak perempuan hasil nikah siri, serta untuk mengetahui alasan dan dasar hukum 

yang digunakan dalam penetapan wali tersebut. Penelitian dilatarbelakangi oleh 

adanya perbedaan praktik di lapangan antara hukum Islam yang mengakui sahnya 

perkawinan secara agama dengan hukum positif yang mensyaratkan pencatatan 

perkawinan. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 

lapangan hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh 

melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dengan Empat Kepala KUA di 

Kota Banjarmasin, serta didukung oleh studi kepustakaan. Data yang terkumpul 

kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kebijakan, alasan, 

serta dasar hukum yang digunakan informan mengenai penetapan wali nikah bagi 

anak hasil nikah siri. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Kepala KUA di Kota 

Banjarmasin dalam penetapan wali nikah bagi anak perempuan hasil nikah siri 

memiliki perbedaan. Informan pertama, kedua, dan ketiga membolehkan ayah siri 

sebagai wali nikah tanpa melalui isbat nikah dengan syarat membuktikan 

terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam, sedangkan 

informan keempat membolehkan ayah siri sebagai wali nikah dengan mensyaratkan 

isbat nikah terlebih dahulu. Alasan dan dasar hukum informan pertama, kedua, dan 

ketiga lebih menekankan kemaslahatan proses perkawinan anak, sedangkan 

informan keempat menitikberatkan pada pencatatan perkawinan guna melindungi 

status nasab dan memberikan kepastian hukum. Perbedaan ini menunjukkan adanya 

dualisme pendekatan antara kemaslahatan berbasis hukum Islam dan peneliti 

cenderung pendekatan kehati-hatian yang mengintegrasikan hukum Islam dengan 

peraturan perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan. 

 

 

 

 

 

 

 

 


